





TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONTRIBUSI BANK SYARI’AH
PADA USAHA KECIL
A. Bank Syari’ah
1. Pengertian Bank Syari’ah
Bank Islam, atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari’ah, adalah
bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syari’ah
adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya
dikembangkan berlandaskan al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan
kata lain, Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran
serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip
syari’ah Islam.1 Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara
Islam. Tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan
mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi
atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha
yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada
sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau. Falsafah dasar operasinya bank
syari’ah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi,
keadilan dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu
secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan




mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang
matang atas proporsi masukan dan pengeluarannya. Kebersamaan mengacu
pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling
meningkatkan produktifitas.2Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri
atas bank umum syari’ah dan pembiayaan rakyat syari’ah.3
Bank Islam atau di Indonesia disebut dengan bank syari’ah merupakan
lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di
sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya)
berdasarkan prinsip syari’ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpan dan pembiayaan kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai yang bersifat
mikro maupun makro.4
Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat pijakan kokoh
setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang
direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas
mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam.
Kemudian diperkokoh kembali dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang
perbankan syari’ah. Dengan demikian bahwa bank ini adalah bank yang
beroperasi dengan prinsip bagi hasil.
2 Edi Wibowo, Untung Hendi, Mengapa Memilih Bank Syariah, (Bogor Selatan: Ghalia
Indonesia, 2005), cet. ke-1, h. 33.
3 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2009),
cet. ke-1, h. 27.
4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
cet. ke-2, h. 30.
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2. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syari’ah
Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi
manusia. Oleh karena itu juga, Islam disebut sebagai agama fitrah atau yang
sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktifitas keuangan dan perbankan dapat
dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern membawa mereka kepada
pelaksanaan setidaknya dua ajaran dalam al-Quran yaitu:5
a. Prinsip al-Ta’awun yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama
antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan sebagai mana telah






Artinya: ”……….dan tolong menolonglah kamu dalam  (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah,………”6
b. Prinsip menghindar al-Ikhtinaz yaitu menahan uang (dana) dan
membiarkannya mengangur dan tidak berputar dalam transaksi yang tidak
bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebagaimana Allah berfirman dalam
surat an-Nisa (4) :29
5 H. Veithzal Rivai,  H. Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), cet, ke-1, h. 298.
6 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2006), h. 85
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
di antara kamu……”7
Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan
konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam dan
jual beli dalam Islam dihalalkan. Sejak tahun 70-an, umat Islam di berbagai
Negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank Islam. Tujuan dari
pendirian bank-bank Islam ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan
dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syari’ah Islam dan tradisinya
ke dalam transaksi keuangan dan perbankan.
Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah:8
a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada
memperoleh keuntungan yang sah menurut syari’ah; dan
c. Memberi zakat.
Dalam perannya ikut serta dalam program pembangunan pemerintah
khususnya untuk meningkatkan perekonomian, perbankan syari’ah mempunyai
andil yang cukup besar, terutama melalui layanan pembiayaan-pembiayaan
syari’ah, baik itu pembiayaan yang bersifat mikro dan pembiayaan yang
bersifat makro melalui misi sosial kemasyarakatan. Untuk mengetahui
kontribusi perbankan syari’ah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
7Ibid, h. 65
8H. Veithzal Rivai,  H. Arviyan Arifin, op.cit, h. 299
30
terlebih dahulu kita lihat dari prinsip, tujuan dan sasaran dari perbankan
syari’ah.
Teori perusahaan yang dikembangkan selama ini di Indonesia
menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun
teori ekonomi dimaksud, bergeser pada sistem nilai yang lebih luas, yaitu
manfaat yang didapatkan tidak lagi berfokus hanya kepada pemegang saham,
melainkan kepada semua pihak yang dapat merasakan manfaat kehadiran
sesuatu unit kegiatan ekonomi keuangan. Sistem ekonomi syari’ah
menekankan konsep menfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan
hanya pada manfaat disetiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses
transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu
kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.
Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi
untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan
ekonomi. Realisasi dari konsep syari’ah, pada dasarnya sistem ekonomi atau
perbankan syari’ah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu:9
a) Prinsip keadilan
b) Menghindari kegiatan yang dilarang
c) Memperhatikan aspek kemanfataan
Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikan, tidak hanya
menfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktek bunga,
tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syari’ah dalam sistem
9 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-2, h.5.
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ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara
memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari’ah menjadi hal yang
mendasar bagi kegiatan operasional bank syari’ah.
Dalam hal pelaksanaan operasional sistem perbankan syari’ah akan
tercermin prinsip ekonomi syari’ah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum
dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syari’ah
dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme
dan sikap amanah; sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syari’ah
menekankan aspek distribusi, pelangaran riba dan kegiatan ekonomi yang tidak
memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena
itu dapat dilihat dengan jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian
atau perbankan syari’ah yang ditujukan kepada bukan hanya untuk warga
masyarakat Islam, melainkan kepada umat manusia (rahmat lil’alamin- rahmat
bagi seluruh alam semesta).10
3. Tujuan Perbankan Syariah
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami,
khususnya muamalah yang hubungan dengan perbankan, agar terhindar dari
praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang
mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut




b. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan
melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar
tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan
mereka yang membutuhkan dana.
c. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan
membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama pada kelompok miskin
serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang
produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
d. Dalam rangka membantu penangulangan masalah kemiskinan yang biasa
terjadi di Negara-negara berkembang, yang ironoisnya banyak dihini oleh
umat Islam. Upaya yang dilakukan oleh bank Islam di dalam uasah
pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabahyang lebih
menonjol dengan sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lengkap, seperti
program-program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang
perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkan
program pengembangan modal bersama.
e. Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk
menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara
lembaga keuangan
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank yang non
muslim yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank,
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sehinga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik,
terutama di dalam kegiatan bisnis dan perekonominnya.11
4. Sasaran Perbankan Syari’ah
a. Visi perbankan syari’ah
Visi perbankan syari’ah berbunyi: “terwujudnya sistem perbankan
syari’ah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang
mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan
berbasis bagi hasil (share, based financing) dan transaksi riil dalam
kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai
kemasalahatan masyarakat.”
b. Misi perbankan syari’ah
Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran bank
syari’ah adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan
perbankan syari’ah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip dan mampu
berperan dalam sektor riil, yang meliputi yaitu seperti:
1. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan
perbankan syari’ah secara berkesinambungan;
2. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan
berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan
syari’ah yang sesuai dengan karekteristiknya;
11 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, h. 17.
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3. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional
perbankan syari’ah;
4. Mendesain kerangka entry and exit perbankan syari’ah yang dapat
mendukung stabilitas sistem perbankan;
Bank Indonesia telah menentukan  sasaran realistis untuk
mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehinga sasaran yang dibuat
dengan mempertimbangkan kondisi faktual, faktor-faktor yang berpengaruh
dan kecendrungan yang akan membentuk industri di masa yang akan
datang, manfaat dan tantangan yang ada, serta kelebihan dan kekurangan
dari pelaku industri dan stakeholders lainnya.12
Dengan meninjau fungsi dan peran bank syari’ah serta tujuan bank
syari’ah, perbankan mempunyai peranan penting dalam pengembangan
usaha kecil dan menengah. Selain tugas bank syari’ah sebagai manajer
investasi dari nasabah yang mempercayakan modalnya pada bank syari’ah,
bank syari’ah juga mempunyai tugas untuk memberikan peluang bagi para
pihak yang memerlukan modal usaha, sehinga dengan peluang tersebut
dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu
tujuan dari bank syari’ah.13
B. Pengertian Kontribusi
Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution
artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan. Jadi kontribusi adalah keikutsertaan diri
12 Zainuddin Ali, op.cit, h. 8.
13 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguat Peran LKM dan
UKm di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), ed. 1, h. 289.
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seseorang dalam sesuatu, bisa dalam bentuk partisipasi, pemikiran atau suatu
materi. Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau
pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan,
masukan, ide dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi
adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya
atau kerugian tertentu atau bersama-sama.14
Dari pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
kontribusi bank adalah bahwa bank ikut serta dalam memberikan sumbangan
dalam bentuk materi  kepada nasabah melalui pembiayaan dan memberi masukan
atau pikiran. Dengan adanya kontribusi dari bank syari’ah maka tujuan perbankan
dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarkat dan salah satu kegiatan dalam
membantu pemerintah tercapai.
Kontribusi membuat setiap orang yang melakukannya merasa termotivasi
karena memberikan kepuasan berupa keberhasilan pencapaian target, selain itu,
jika setiap orang berkontribusi maka akan tercipta bangsa yang seimbang dan
unggul dalam berbagai hal. Dengan kontribusi berarti seseorang maupun
sekelompok orang akan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya.
Dari pengertian di atas maka yang di maksud dengan kontribusi perbankan
syari’ah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah keterlibatan
perbankan syari’ah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara
memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan bertangung jawab
14 T. Guritno, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan, Kamus Ekonomi, (Jakarta:1992), cet,
ke-2, h. 76.
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Dalam   kategori   kelompok   usaha   dapat   dibagi   menjadi   tiga
kelompok, yaitu kelompok usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Dalam
penelitian   ini,   pokok   bahasan   adalah   usaha   kecil.
Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–
masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan
dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya
adalah sama.
Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995
adalah usaha produktif yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan
bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pertahunserta dapat menerima
pembiayaan dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)15
Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Usaha kecil didefinisikan adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini16.
15 Euis Amalia, op.cit. h. 42-46.
16Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), Keputusan DPR dan Presiden.
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Usaha kecil ialah usaha yang berdiri berdasarkan modal dan manajemen
sendiri dengan investasi modal terbatas dan daerah operasinya lokal serta ukuran
secara keseluruhan relatif kecil. Dengan manajemen sendiri dan memiliki
keterbatasan modal usaha ini memliliki kebebasan luas untuk bertindak dan
mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri tanpa ada
campur tangan pihak lain. Namun dengan keterbatasan yang ada sesuai dengan
usaha yang berjalan tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar
setempat.Bahkan sering kali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bisa mencapai
lingkup nasional.
1. Ciri-Ciri Usaha Kecil
a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak
gampang berubah;
b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih
sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan
keluarga, sudah membuat neraca usaha;
d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk
NPWP;
e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam
berwirausaha;
f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
g. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik
seperti business planning (rencana usaha).17
17 M. Fuad DKK, Pengantar Bisnis, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet.
ke-2, h. 67.
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2. Contoh Usaha Kecil
a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
c. Pengerajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan
rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri
kerajinan tangan;
d. Peternak ayam, itik dan perikanan;
e. Koperasi berskala kecil.
3. Permasalahan dan Hambatan Pada Usaha Kecil
Setiap kegiatan usaha pasti adanya masalah hambatan dalam
mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap
perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun
permasalahan klasik yang dihadapi oleh usaha kecil adalah rendahnya
produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan
faktor eksternal.
a. Faktor internal
a) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha kecil dalam manajemen,
organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran.
b) Lemahnya kewirausahaan dari para pelaku usaha kecil
c) Terbatasnya akses usaha kecil terhadap permodalan, informasi teknologi
dan pasar, serta faktor produksi lainnya.
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b. Faktor eksternal
Yang dihadapi usaha kecil adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim
usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Perolehan ligalitas
formal sehinga saat ini juga masih merupakan persoalan mendasar bagi usaha
kecil di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam
pengurusan perizinan. Dan usaha kecil juga menghadapi tantangan terutama yang
ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan libralisasi
perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi yang
pesat.18
Krisna Wijaya (2007), mengungkapkan bahwa bisnis usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) memerlukan syarat minimal empat faktor produksi, yaitu
lahan atau tempat usaha, sumber daya manusia (SDM), teknologi dan modal.
Selain empat syarat minimal faktor produksi tersebut, pelaku usaha mikro kecil
harus memiliki kemampuan memasarkan hasil produksi dan kemampuan
manajemen dalam mengelola usaha.
Selaras dengan itu, Tambuan (2001) melihat beberapa masalah umum
yang yang dihadapi oleh usaha kecil misalnya keterbatasan modal kerja maupun
modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik dan
harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM),
termasuk manajemen dan masalah pemasaran. Dua masalah  eksternal yang
banyak pengusaha kecil dan menengah diangap paling serius adalah keterbatasan
18Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Pergulatan Melawan Kemiskinan
dan Penetrasi Ekonomi Global, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet. ke-1, h. 10.
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akses ke kredit bank dan distori pasar yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan
pemerintah yang tidak kondusif.19
Oleh karena itu Kendala-kendala inilah yang diharapkan dapat diatasi
melaui sinergi kompak berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta.
D. Kontribusi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat Melalui Kegiatan Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu
“saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang
artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang
untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal.
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan
ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua
belah pihak.20
Dalam pengertian lain pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.21
19Ibid.




Ada Sembilan jenis pembiayaan utama pada bank denga system bagi
hasil, yaitu:22
a. Pembiayaan musyarakah
Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada usaha
untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi
antara bank sebagai penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola
usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil di
tetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada jangka
waktu pembiayaan, dan pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada
pembiayaan musyarakah bank dapat ikut serta dalam manajemen proyek
yang dibiayai.
b. Pembiayaan mudharabah
Mudarabah adalah perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah
dimana bank menyediakan seluruh modal untuk modal kerja, dan nasabah
sebagai pengelola dan tersebut untuk pengembang usahanya. Usaha yang
dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti
pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.
c. Pembiayaan murabahah
Murabahah adalah suatu akad transaksi jual beli, dimana pihak
penjual menyebutkan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati
22 Karnaen A. Perwataatmaja, Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori, Praktik dan
Peranannya, (Jakarta: Celestial Publishing, 2006), cet. ke-2, h. 77.
43
sementara nasabah sebagai pembeli.23Sebagaimana firman Allah dalam
surat al-Baqarah (2) : 275
Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”24
Murabahah pembiayaan yang berupa talangan dana yang dibutuhkan
nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan mengembalikan talangan
dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Model pengembalian
talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempo biasanya diberikan
kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan, seperti untuk
kebutuhan sektor petani tidak mungkin dibayar kembali sebelum
tanamannya menghasilkan.25
Murabahah, sebagaiman digunakan dalam perbankan Islam,
ditemukan terutama berdasarkan dua ungsur: harga pembeli dan biaya
terkait, dan kesepakatan berdasarkan mar-up (keuntungan).26
Jual beli murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat.
Jual beli murabahah menjual barang sesuai dengan harga pembelian,
dengan menambahkan keuntungan tertentu.
Jual beli murabahah menurut ulama Malikiyah adalah pemilik barang
menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta
23Ibid.
24 Departemen Agama RI, op.cit, h. 36
25 Wirdyaningsih, DKK, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Perdana Media, 2006), cet. ke-2, h. 106.
26 Abdul Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), cet. ke-2,
h. 138.
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keuntungan tertentu, baik secara global atau dengan terperinci. Dengan kata
lain, penjual minta keuntungan sesuai dengan persentase tertentu.
Menurut ulama Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak
milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah
keuntungan tertentu.
Sedangkan menurut Syafi’iyah dan Hanabilah murabahah adalah
menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia
mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham atau
yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
mengetahuai modal yang dikeluarkan penjual.27
Rukun dan syarat murabahah:28
Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, maka dengan
demikian rukun-rukunnya pun sama deng sama dengan jual beli.
Menurut Bambang Rianto Rustam rukun murabahah yaitu:
a. Pelaku akad yaitu penjual dan pembeli.
b. Objek akad yaitu barang dan harga.
c. Ijab dan qabul
Syarat murabahah yaitu:
a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual
c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang
memiliki varian serupa)
27Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), cet. ke-1, Jilid 5, h. 357.
28Ascarya, op.cit, h. 82.
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d. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak
menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
e. Transaksi pertama hendaknya sah.29
Jual beli murabahah dengan orang yang memerintahkan untuk
membeli barang, kemudian menjualnya kepada orang yang memerintahkan
untuk membelinya dengan keuntungan yang telah disepakati adalah
dibolehkan oleh syariat Islam. Dengan pembayaran ditentukan dalam jangka
waktu tertentu (dengan cara kredit).
d. Pembiayaan bai’u bithaman ajil
Bai’u bithaman ajil yaitu pembiayaan berupa talangan danayang
dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban
mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil sampai lunas dalam
jangka waktu tertentu sesuai  dengan kesepakatan.
e. Pembiayaan salam
Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya
dibayarkan dimuka sedangkan barangnya diserah kemudian.30
Bai’ salam adalah prinsip bai’ (jual beli) suatu barang tertentu antara
pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan
yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan  kemudian hari
sementara penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai).31
29Wahbah az-Zuhaili, op.cit, h. 366.
30 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII
Press,2004), cet. ke-1, h. 169.
31 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2003), cet. ke-1, h. 29.
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f. Pembiayaan istishna
Istishna yaitu pembiayaan yang berupa talangan dana yang
dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang belum wujud
dan harus dibuat sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dengan kewajiban
mengembalikan talangan dana tersebut dengan mencicil atau dibayar
sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan.
g. Pembiayaan ijarah
Ijarah yaitu pembiayaan yang berupa talangan dana yang dibutuhkan
nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban dengan
menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan.
h. Pembiayaan ar-rahn
Ar-rahn yaitu pembiayaan yang berupa pinjaman dana tunai dengan
jaminan barang bergerak yang relatif  nilainya tetap seperti: perhiasan emas,
perak, intan, berlian, dan batu mulia, untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kesepakatan.32
i. Pembiayaan qardhul hassan
Qardhul hassan yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani
biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf’
zakat/infak/shadaqah yang ingin mulai usaha kecil-kecilan. Dan qardhul
hassan merupakan pembiayaan dengan akad ibadah, adalah perjanjian
32 Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit, h. 98.
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pembiayaan bank Islam dengan nasabah. Nasabah yang diangap layak yang
dapat di beri pinjaman ini. Kegitanan yang memungkinkan untuk diberikan
pembiayaan ini adalah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-
kewajiban non usaha atau pengusaha yang ingin usahanya bangkit kembali
yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban
usahanya.33
Sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya terlebih
dahulu adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu
proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan
pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan
analisai terhadap permohonan pembiayaan tersebut bank ingin mendapatkan
keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai dengan pembiayan tersebut layak
(feasible). Analisi pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dalam keputusan pembiayaan. Dan sebagai acuan bank apakah
permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak.34 Beberapa
prinsip dasar yang perlu dilakukan bank sebelum memutuskan pemberian
pembiayaan dengan prinsip 5C, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Character artinya sifat atau karakter nasabah  pengambil pinjaman. Calon
nasabah perlu diteliti oleh analis pembiayaan apakah layak untuk menerima
pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah
33 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kotemporer, (Yogyakarta: UII Press,
2000), cet. ke-1, h.69.
34Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010),
cet. ke-1, h. 111.
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mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar
pinjamannya dengan lunas.
Karakter pemohon pembiayaan dapat diperoleh dengan cara
mengumpulkan informasi dari referensi nasabah bank lainnya tentang
perilaku, kejujuran, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan
pembiayaan yang akan diterima dari bank.
b. Capacity artinya untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi
kewajibannya sesuai jangka waktu peminjaman yang dikasih.
Calon nasabah perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin
perusahaan dengan baik dan benar. Kemampuan keuangan calon nasabah
sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali
pembiayaan yang diberikan oleh bank.
c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
Calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan strukur
modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon nasabah. Hasil
analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau
tidak sehatnya perusahaan.35
d. Condition of economic keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak
Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon
pembiayaan pada khususnya. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha
calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah berpengaruh pada
usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Jika baik dan memiliki
35Ibid.
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prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui sebaliknya jika
jelek permohonannya akan ditolak
e. Collateral artinya jaminan/agunan yang dimiliki calon nasabah atas
pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua,
artinya apabila nasabah tidak dapat membayar angsurannya dan terjadi
kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan itu.
Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai
jaminan.36
36 Ibid.
